
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1638, 2016 KEMENHUB. Fasilitas Pelabuhan. Keamanan 
Kapal. Manajemen. 

 
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PM 134  TAHUN 2016 

TENTANG 

MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang   : bahwa untuk memberikan pedoman dalam implementasi 

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) 

atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas 

Pelabuhan dan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 

170 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia tentang Manajemen Keamanan Kapal dan 

Fasilitas Pelabuhan;  

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang 

Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151,  Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5731); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5093); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang 

Pengesahan "International Convention for the Safety of Life 

at Sea 1974"; 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62                 

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1400); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65                 

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam; 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51                

Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal 

untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan            

Nomor PM 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 

Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal 

Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 965)  

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35                

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 628); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan             

Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015              

Nomor 1401); 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia            

Tahun 2015 Nomor 1844 ) sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86                 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas PM 189                

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 

      

       MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL DAN 

FASILITAS PELABUHAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS 

Code) atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan 

Fasilitas Pelabuhan, selanjutnya disebut Koda adalah 

peraturan internasional yang merupakan amandemen  

Konvensi SOLAS 1974 untuk keamanan kapal dan 

fasilitas pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai 

perintah dan bagian B sebagai anjuran.  

2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis 

tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga 

mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk 

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan 

dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 

terapung yang tidak berpindah-pindah. 

3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai 

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar 

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan 
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serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda 

transportasi. 

4. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan 

yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan 

tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan 

terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan 

pelayaran. 

5. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas 

kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, 

tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun 

penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 

6. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar 

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari 

pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri 

sesuai dengan usaha pokoknya. 

7. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal 

yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan 

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang 

merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani 

kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 

8. Designated Authority yang selanjutnya disingkat DA 

adalah otoritas negara yang ditunjuk oleh Menteri untuk 

bertanggung jawab terhadap penerapan Koda di 

Indonesia. 

9. Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Committee) 

yang selanjutnya disingkat PSC adalah wadah yang 

terdiri dari seluruh pihak terkait di pelabuhan yang 

terlibat dalam penanganan keamanan pelabuhan.  

10. Koordinator PSC adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran 

Utama atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan Batam atau 

Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada 

di wilayah kerja pelabuhan yang tugas operasionalnya 

dibantu oleh PSO.  
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